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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Terjemahan Bahasa Asing 

No. Halaman Bahasa Asing Terjemahan 

1. 5-6 As an independent institution, 

the Ombudsman has broad 

authority to receive and 

resolve public complaints 

regarding maladministration in 

public services. The 

Ombudsman also serves as a 

flexible and neutral problem-

solving mechanism, 

particularly in addressing 

administrative violations by 

authorities that impact public 

rights 

Sebagai lembaga 

independen, 

Ombudsman memiliki 

wewenang luas untuk 

menerima dan 

menyelesaikan 

pengaduan publik 

terkait 

penyalahgunaan 

wewenang dalam 

pelayanan publik. 

Ombudsman juga 

berfungsi sebagai 

mekanisme 

penyelesaian masalah 

yang fleksibel dan 

netral, khususnya 

dalam menangani 

pelanggaran 

administratif oleh 

pihak berwenang yang 

berdampak pada hak-

hak publik. 

2. 37 TQM is an approach to 

improving the competitiveness, 

effectiveness and flexibility of 

an entire organization 

TQM adalah 

pendekatan untuk 

meningkatkan daya 

saing, efektivitas, dan 

fleksibilitas seluruh 

organisasi 
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Lampiran 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 

Publik 
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Lampiran 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman 

Republik Indonesia 
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Lampiran 4 Pedoman Wawancara Penelitian 

 

Pedoman Wawancara 

A. Untuk Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalsel 

1. Bagaimana strategi Ombudsman Kalsel dalam mengawasi implementasi 

UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di wilayah Kalsel? 

2. Apa arah kebijakan utama yang ditetapkan dalam pengawasan pelayanan 

publik agar efektif meningkatkan kualitas layanan masyarakat?  

3. Bagaimana pola koordinasi antara Ombudsman Kalsel dengan instansi 

pemerintah daerah dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat? 

4. Apakah Ombudsman Kalsel memiliki prioritas bidang pelayanan publik 

tertentu yang lebih difokuskan dalam pengawasan (misalnya Kesehatan)? 

Kenapa alasannya?  

5. Bagaimana peran Ombudsman Kalsel dalam mendorong kepatuhan instansi 

publik terhadap standar pelayanan minimal sebagaimana diatur UU No. 25 

Tahun 2009?  

6. Apakah Ombudsman Kalsel pernah melakukan investigasi atas prakarsa 

sendiri?  

7. Apa kendala terbesar yang dihadapi Ombudsman Kalsel dalam 

melaksanakan fungsi pengawasan pelayanan publik?  

8. Bagaimana sikap instansi pemerintah di Kalsel terhadap saran atau koreksi 

dari Ombudsman? Apakah tingkat kepatuhannya tinggi? 

9. Bagaimana mengevaluasi efektivitas fungsi pengawasan Ombudsman 

Kalsel secara keseluruhan? Apakah ada indikator keberhasilan tertentu?  

10. Apa strategi Ombudsman Kalsel untuk memastikan adanya perbaikan mutu 

pelayanan publik secara berkelanjutan di instansi pemerintah daerah?  

 

B. Untuk Asisten Pemeriksaan 

1. Apa saja jenis laporan masyarakat yang paling sering diterima terkait 

pelayanan publik di Kalsel? 
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2. Bagaimana mekanisme pemeriksaan yang dilakukan Ombudsman dalam 

menangani laporan dugaan maladministrasi? 

3. Bagaimana cara memastikan agar proses pemeriksaan sesuai prinsip 

akuntabilitas dan transparansi?  

4. Sejauh mana hasil pemeriksaan berpengaruh pada peningkatan kualitas 

pelayanan publik? 

5. Bagaimana mekanisme investigasi atas prakarsa sendiri (own motion 

investigation) oleh Ombudsman Kalsel? Apakah pernah dilakukan? 

6. Bagaimana menilai keandalan dan kepastian prosedur pelayanan publik 

yang menjadi objek pemeriksaan?  

7. Apakah masyarakat sudah merasa puas dengan tindak lanjut Ombudsman 

meskipun tidak sampai ke rekomendasi 

8. Bagaimana tingkat profesionalisme aparatur penyelenggara layanan publik 

yang sering diperiksa?  

9. Bagaimana Ombudsman mengevaluasi hasil pemeriksaan laporan yang 

selesai? Apakah ada indikator keberhasilannya? 

10. Apakah ada standar mutu internal dalam proses pemeriksaan yang 

dijalankan oleh Ombudsman Kalsel? 

11. Apa kendala teknis yang sering dihadapi dalam pemeriksaan, misalnya 

terkait bukti, kerjasama instansi, atau respon dari pihak terlapor? 

12. Bagaimana Ombudsman mengatasi laporan yang di luar kewenangan, atau 

laporan yang sulit mendapatkan respon dari instansi terkait? 

 

C. Untuk Asisten PVL (Penerimaan dan Verifikasi Laporan) 

1. Bagaimana mekanisme penerimaan laporan masyarakat di bagian PVL? 

2. Apa saja syarat utama (formil dan materiil) agar laporan dapat diteruskan 

ke bagian pemeriksaan? 

3. Bagaimana proses verifikasi awal untuk membedakan laporan yang 

menjadi kewenangan Ombudsman dengan yang tidak? 

4. Jika laporan tidak lengkap atau di luar kewenangan, langkah apa yang 

biasanya dilakukan Ombudsman? 
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5. Bagaimana Ombudsman memastikan bahwa proses penerimaan dan 

verifikasi laporan tetap akuntabel dan transparan? 

6. Apakah prosedur penerimaan dan verifikasi laporan sudah cukup jelas dan 

memberikan kepastian bagi masyarakat?  

7. Bagaimana Ombudsman memberi informasi atau notifikasi kepada 

masyarakat tentang status laporannya? 

8. Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penerimaan 

laporan di Ombudsman? 

9. Kendala apa yang paling sering muncul pada tahap penerimaan atau 

verifikasi laporan (misalnya dokumen tidak lengkap, data pelapor kurang 

jelas)? 

10. Seberapa besar pemahaman masyarakat tentang hak-hak pelayanan publik 

dan prosedur pengaduan ke Ombudsman? 

11. Apakah ada bidang pelayanan tertentu yang sering bermasalah sejak tahap 

penerimaan laporan? 
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Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara 

1. Wawancara langsung dengan Bapak Muhammad Firhansyah, S. H., M. I. 

Kom., M. AP yang mewakili Kepala Perwakilan Ombudsman Kalsel di 

Kantor Ombudsman Kalsel. 

 

2. Wawancara langsung dengan Bapak Maulana Achmadi, S. Sos., M. A. P 

selaku Asisten Pencegahan Maladministrasi di Kantor Ombudsman Kalsel. 

 

3. Wawancara langsung dengan Ibu Ita Wijayanti, S. H selaku Asisten 

Pemeriksaan di Kantor Ombudsman Kalsel. 

 



109 

 

 

 

Lampiran 6 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing 
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Lampiran 7 Surat Berita Acara Telah Melaksanakan Ujian Proposal 
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Lampiran 8 Surat Permohonan Izin Riset 
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Lampiran 9 Surat Keterangan Selesai Riset 
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Lampiran 10 Surat Keterangan Ujian Komprehensif 
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Lampiran 11 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur‟an 
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Lampiran 12 Sertifikat Keterampilan Komputer 
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Lampiran 13 Sertifikat TOEFL 
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Lampiran 14 Surat Keterangan SKK 
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